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PREZIDEN
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN,

J".

Menimbang :

Mengingat

PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN

DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON 1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, °

bahwa dalam upaya lebih meningkatkan ketérpaduan dan kelancaran
proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan darj
jabatan  struktural Eselon I, dipandang perlu mengubah  susunan
keanggotaan Tim  Penilaj Akhir Pengangkatag, Pemindahan dap
Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon [, sebagaimana

ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999.

1. Pasal 4 ayat (D Undang~Undang Dasar 1945,

g

Undang-undang Nomor 8 Tahun [974 tentang Pokok-Pokok
Kepega.waian {Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tal;nb'ahan
Lembaran Negara Nomor 3041y, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850);

(W3]

Peraturan Pemerintal; Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4018); T

4. Kepufugan...
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4. Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

dalam dan dari Jabatan Struktural Escion I;

MEMUTUSKAN:

EPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
«EPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG
EMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAM,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI
JABATAN STRUKTURAL ESELON L.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999
tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I, schingga

seluruhnya berbunyi sebﬁgai berikut:

“Pasal 3
Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari:
Ketua . Presiden Republik Indonesia

Anggota @ 1. Menteri Dalam Negeri
Menteri Negara Pendayagunaail Aparatur Negara

Sekretaris Negara

o

Kepela Badan Intelijen Negara

Sekretaris: Kepala Badan Kepegawaian Negara.”

Pasal 1I...
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FPRESIDEN

RePUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden ini mulaj

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
‘ .Pe(un‘gj.;‘gpgfundangan I1,
. - 'l:.‘l";:-“‘ .

Pasal II

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 2001

berlaku pada tanggal ditetapkan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARROPUTR]
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